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ABSTRAK 

Pengadaan Barang atau Jasa dalam suatu instansi Pemerintah merupakan 

suatu Gara dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat ini 

menuntut terciptanya pelayanan publik yang prima dan bertujuan akhir 

mensejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah dalam hal 

Pengadaan Barang atau Jasa memang secara tegas telah mengatur perbuatan tersebut 

dalam suatu peraturan yang jelas yakni dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa. 

Pada penelitian lltl lebih menitikberatkan mengenai Kajian terhadap Tindak 

Pidana Korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Instansi 

Pemerintah, karena setiap tahap dalam proses Pengadaan Barang atau Jasa tersebut 

sangat rawan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian 

Negara. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dan sosiologis, 

yakni mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok masalah serta 

bagaimana realisasi penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya dan juga apa 

faktor p<imyebab serta bagaimana kebijakan yang ditempuh ditinjau dari aspek 

sosiologis masyarakat yang berkembang, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya 

guna mencari altematif kebijakan dalam permasalahan tersebut. 

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan sehingga data sekunder 

atau bahan pustaka lebih diutmakan dari data primer dan juga data empiris yang 

berasal dari para responden yang menjadi pelaku dalam Pengadaan Barang atau Jasa, 

Birokrat (pemerintahan) dan juga para aparatur penegak hukum (Jaksa dan Hakim). 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Tindak Pidana Korupsi da1am 

Pengadaan Barang atau Jasa baik kualitas maupun kuantitas meningkat setiap 

tahunnya. Hal ini disebabkan oleh karena faktor budaya, peraturan perundang­

undangan maupun aparat penegak hukum itu sendiri, disamping itu juga dikaju 

mengenai kebijakan yang diambil baik penal maupun Non penal. 

Kata Kunci : - Tindak Pidana Korupsi 

- Pengadaan Barang atau Jasa 

- Kebijakan Penal dan Non Penal 
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peraturan yang jelas yakni dalam Peraturan Presiden Nomor 

sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa. 

Pada penelitian lltl lebih menitikberatkan mengenai Kajian terhadap 

Korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Barang atau Jasa 

karena setiap tahap dalam proses Pengadaan Barang atau 

rawan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dan 

mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok 

realisasi penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya 

p<imyebab serta bagaimana kebijakan yang ditempuh ditinjau 

sosiologis masyarakat yang berkembang, sehingga dapat ditemukan akar 

mencari altematif kebijakan dalam permasalahan tersebut. 

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan sehingga data 

pustaka lebih diutmakan dari data primer dan juga data 

para responden yang menjadi pelaku dalam Pengadaan Barang 

(pemerintahan) dan juga penegak hukum (Jaksa dan 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat 

dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul 

"KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN 

HARANG ATAU JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABuPATEN 

TAPANULI UTARA". Penulisan Tesis ini bertujuan untuk mengkaji Tindak Pidana 

Korupsi dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten 

Tapanuli Utara, bentuk-bentuk penyimpangannya, apa faktor penyebabnya, dan 

kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara baik Penal maupun 

bersifat Non Penal. Disamping itu juga Tesis ini dimaksudkan sebagai suatu syarat yang 

harus dipenuhi untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu 

Hukum di Universitas Medan Area (UMA) Medan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan Tesis ini banyak 

pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan ma�v.k�m, 

dorongan, motivasi, dan doa kepada penulis demi kelancaran penulisan Tesis ini. Oleh 

karena itu, dalam lembar yang terbatas ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus 

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

l. Bapak Prof. Dr. H.A. Yakub, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA), 

yang memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan 

menyelesaikan pendidikan program S2 di Universitas Medan Area (UMA) Medan. 

2. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, Dr. 

Mirza Na�ution, SH, MJJµm dan jµga Prof, Pr. Ediwarmc:m, SH.M.Hum, yang jyga 

merupakan pembimbing tesis dan guru bagi penulis yang senantiasa memberikan 
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bertujuan mengkaji 

dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Lingkungan Pemerintahan 

Utara, bentuk-bentuk penyimpangannya, apa faktor penyebabnya, 

yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara baik 

Penal. Disamping itu juga Tesis ini dimaksudkan sebagai suatu 

dipenuhi untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program 

Universitas Medan Area (UMA) Medan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan Tesis 

secara langsung langsung maupun maupun tidak tidak langsung ngsung telah memberikan memberikan 

motivasi, dan doa kepada penulis demi kelancaran penulisan Tesis 

dalam lembar yang terbatas ini penulis mengucapkan terima kasih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANG 

Dalani penyelenggaraan kehidupan ber-negara, pemerintah dituntut untuk 

memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban 

menyediak:an kebutuhan rak:yat dalani berbagai bentuk berupa barang, jasa 

maupun pembangunan infrastruktur. 1 Disaniping itu, pemerintah, dalani 

penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu 

perlu pengadaan barang dan jasa. 

Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilak:sanak:an dengan 

efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat; transparan; terbuka; dan 

perlak:uan yang adil bagi semua pihak:, sehingga hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi 

kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarak:at, ditambah lagi bahwa 

sumber dana pengadaan barang dan jasa tersebut berasal dari APBD/APBN 

mak:a dalani proses pelak:sanaannya harus berdasarkan peraturan yang telah 

ditetapkan yak:ni Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan 

Barang atau Jasa yang telah beberapa kali direvisi, terak:hir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa. 

1Yobanes Sogar Simamora, 2005, Disertasi, Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barong 

dan Jasa oleh Pemerintah, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, halaman I 
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Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah 

menyediak:an kebutuhan rak:yat dalani berbagai bentuk berupa 

maupun pembangunan infrastruktur. 1 Disaniping itu, pemerintah, 

penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, 

pengadaan barang dan jasa. 

Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilak:sanak:an 

dan efisien dengan prinsip persaingan sehat; transparan; 

perlak:uan yang adil bagi semua pihak:, sehingga hasilnya 

dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya 

kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarak:at, ditambah 
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Secara sederhana sebenarnya proses pengadaan Barang/Jasa tidak jauh 

berbeda dengan proses jual-beli atau tawar menawar yang terjadi pasar. 

Apabila telah terjadi kesepakatan harga antara penjual (penyedia) barang 

dengan pembeli (pengguna) barang maka pihak pembeli (pengguna) barang 

membayar harga yang telah disepakati kepada penjual(penyedia) barang 

demikian juga sebaliknya pihak penjual (penyedia) barang menyerahkan 

barang-barang yang dibeli sesuai perjanjian kepada pihak pembeli (pengguna) 

barang. Agar tujuan pengadaan Barang atau Jasa dapat tercapai dengan baik, 

maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan disamping memenuhi 

norma/aturan yang mengatur pengadaan Barang/Jasa tersebut, juga harus 

mengikuti etika pengadaan, yaitu :2 

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab, untuk 

mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan 

barang/jasa. 

b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga 

kerahasiaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan 

barang/jasa. 

c. Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, untuk 

mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. 

2 Rocky Marbun, 2010. Persekongkolan Tender Barang/Jasa. Jakarta : Pustaka Yustisia, 

halaman 37 

barang-barang yang dibeli sesuai perjanjian kepada pihak pembeli 

Agar tujuan pengadaan Barang atau Jasa dapat tercapai 

semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan disamping 

norma/aturan yang mengatur pengadaan Barang/Jasa tersebut, 

mengikuti etika pengadaan, yaitu :2 

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab, 

mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan 

barang/jasa. 

Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta 
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